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Norma merupakan bentuk formulasi atau implementasi dari “nilai atau “ide dasar”. Sehingga 
tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum suatu bangsa mencerminkan tata nilai 
kepribadian bangsa tersebut. Nilai atau ide dasar bersifat nisbi, kontektual, selalu berubah 
sesuai perubahan masyarakatnya. Dengan demikian norma dapat dikatakan sebagai potret 
zaman,“ia” harus dimakanai secara kontektual sesuai jamannya. DA Thomas memandang 
bahwa substantive criminal law (hukum pidana substantif) adalah merupakan symbolic …
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Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI
Focus Group Discussion Ketatanegaraan
”Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan 
Negara
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
Semarang, 24 Mei 2017
Yang saya hormati,
• Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR RI;
  Martin Hutabarat;
  Bapak Drs. H. A. Mujib Rohmat, MH; 
  Prof. Dr. John Pieris, SH.,MS;
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. R. Benny 
Riyanto, SH, CN, M.Hum;
• Segenap Jajaran Rektorat dan Civitas AcademikaUniversitas Diponegoro; 
• Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Drs. Yana Indrawan, M.Si;
• Para Narasumber dan Peserta Focus Group Discussion Ketatanegaraan; 
serta
• Para hadirin dan tamu undangan sekalian.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat 
Allah Subhanahu Waa Ta’alla, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama 
melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion KetatanegaraanBadan 
Pengkajian MPR dalam keadaan sehat wal-a’fi at.
Focus Group Discussion Ketatanegaraan ini mengambil tema “Penegasan 
Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sungguh 
xiv
Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia dapat senantiasa 
tetap berada pada arah yang benar menuju Indonesia masa depan yang 
dicita-citakan.
Akhir kata,“Selamat Berdiskusi”,Saya meyakini melalui dinamika 
Focus Group Discussion ini akan lahir berbagai pemikiran kritis dan gagasan-
gagasan brilian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. 
Dengan mengucapkan Bismillahirahmannirahim, Focus Group Discussion 
Ketatanegaraan kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Universitas 
Diponegorodengan tema “Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, 
Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945”, secara resmi saya nyatakan dibuka.
Sekian dan terima kasih.
Billahi Taufi k Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh.
 Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI
 Ketua,
 Dr. H. Bambang Sadono, SH.,MH
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